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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, salah satu bentuk reformasi otonomi daerah dalam rangka
untuk memberdayakan daerah-dan untuk meningllcatkan keSejahteraan rakyat. Hal

tersebut dapat terlihat pada penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

' '-tentang Pemermtah Daerah dljabarkan bahwasannya dalam penyelenggaraan'r'_

_ _otonom1 daerah harus beronenta51 pada pemngkatan kesejahteraan masyarakat

dengan selalu memperhatlkan kepentmgan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat.! | |

AtrpoSﬁr desentralisasi dan otonomi .dalerah adaléh t;)nggaic atau momentum
yang baik bagl terlaksananya upaya pemberantasan, ‘pencegahan dan
penanggulangan maksiat yang menyeluruh, serentak, terfokus dan terkoordinasi
karena melalui otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan
dan tangggung jawab untuk mengambil peran dalam urusan pemerintah yang
bersifat pilihan, baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten/kota meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyata seperti tersirat Pasal 13 UU Nomor 32

! Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang.

Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.




Tahun 2004 kemudian diperbaharui kembali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
Tanggung jawab pemerintah daerah, didukung pula dengan kewenangan untuk
membentuk dan menetaﬁkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah di Provinsi/ Kabupaten dan Kota dan tugas pembantuan. Pasal
136 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008. Lebih lanjut dikatakan bahwa materi muatan Peraturan
Daerah adalah seluruh materi muatan dalam )rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan, dan’ menampung kondisi khusﬁs- daerah serta
penJabaran lebik lanJut Peraturan Perundang-undangan yang leblh tlnggl seperti
) yang tertera d1 dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang:

‘Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

‘9

Berdasarkdn Undang-Unddng Dasar Negara Repubhk Indone51a Tahun.. |
| ‘1945 pada Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemermtah Daerah berhak |
menetapkan peraturan daerah dan peraturan—peraturan Jain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan’. Penyelenggaraan pemerintahaﬁ daerah dalam
melaksanakan tugas, WCWenang kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas
kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan
kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan daerah, peraturan kepala

daerah dan peraturan-peraturan daerah lainnya.’

2 pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Penjelasan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang.
Pemerintahan Daerah Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
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Bertalian dengén peraturan daerah di dalam konsideren Peraturan Daerah
Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 pada butir b menyatakanan “Bahwa
pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat
yang sangat meresahkan, menggangu Ketertiban, dan merusak sendi-sendi
kehidupan masyérakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas”. Kalimat
yang menyatakan mengandung muatan maksiat, hal ini berkaitan dengan
maraknya perbuatan yang mengarah ke maksiat yang sangat merajalela dan
meresahkan masyarakat sehingga pada Tahun 2002 dibuatlah Peratu‘rén Daerah
Nomor 13 tentang pembverantasan maksiat dengan barapan menjadi suatu formula

.'un_tuk-;mémbér'aﬁtas bqrﬁu;t'an“maksiét;Egﬁiﬁk :~tdl'ak . danhaliersebut sega1a7 S

'-sesuatu‘ yang berbau maksiat dihérapk_an‘ dapat ditekan atau dibéfanfés. Befkaitén

] lv

' déngan pembentukan Pefaturan daefah jter;s'ébut, pengéftian Peraturar.x-. béerah
(perda)' adélah salah _ satu Bent'uk perétu;an peiaksanzi Und.aﬁg-undang';
Kewen.ang-aﬁnya mqngatur yang bersumbé'r dari dari I;eV\}enangan'yarl'g diteiltui{an
oleh pembentuk Undang-ur.ld‘ang.5

Banyaknya fenomena masih menyertai 4penerapan Perda tersebut.
Fenomena dimaksuﬁ antara lain materi muatan Perda yang tidak dapat
dilaksanakan karena tidak sinkron dengan peraturan lainnya dan belum ditetapkan

peraturan pelaksanaannya, rendahnya komitmen dan kapabilitas aparatur

* Bagian Menimbang butir b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Maksiat. .

*Jimly Asshiddiqie,Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2010, him 190
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pelaksana, terbatasnya jaminan pembiayaan dan fasilitas yang ada. realitas yang

ada penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Maksiat di masyarakat setelah lebih dari satu dekade berlaku di Sumatera Selatan,
sebagai contoh di Kota Palembang kegiatan maksiat justru semakin meningkat.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, ada salah satu peraturan

dacrah di Sumatera Selatan yang menjadi perhatian khusus dan termasuk yang

dipermasalahkan yaitu Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Maksiat, sebab di dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 13 'fahun

2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan bah\yasannya pergaulan hidup

' més'j'/ar_akat; .yéﬁg. ) frf_’ehg&ah ':ldléh , '.r‘nqriga‘hd:ﬁ.né muatan malzsiéf' _yérié sa'xll;ge_xt

. merésahkan; mengganggu Ketertiban dan | merusak -séndi-sendf kéhidupa_n' :

" masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan perlu ‘di berantas.® Perbuatan maksiat

~yang termaktub- | dengan segala pefbuatan' Iyar.ig dapatr ‘mérusajk sen&i;Sendi _
‘ke'hidupan Eerfnésyarakglt, ‘hal-hal yang tefgolong dale.lm:perbuatélrn terseb{lt )
adalah7a). Prostitusi b). Zina' c) Homoseksual d). Lesbian €). Sodomi f).
Perkosaan g). Pelecehan seksual h). Porno i). Pornografi J)- Judi k). Minum-

minuman keras ). Penyalahgunaan napza.

S Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat bagian
menimbang butir b dinyatakan bahwasannya pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan
mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban dan merusak sendi-
sendi kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan perlu di berantas

7 Pasal 2 ayat (2) Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Maksiat.
Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E
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Bertitik tolak dari pemahaman tersebut di atas dengan banyaknya
komponen-komponen yang terkandung dalam Peraturan daerah Nomor 13 Tahun
2002 tentang pemberantan maksiat, peneliti tertarik untuk meneliti perda tersebut
dengan melihat aplikasinya di lapangan dengan mengaitkan peran satuan polisi
pamong praja sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini penegak peraturan
daerah, apakah satpol pp mampu menegakkan peraturan daerah tersebut.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka

permasalahan yang akan peneliti kaji adalah'

1. Bagalmana Peranan Satuan P0hs1 Pamong Praja Sebaga1 Penegak Hukurn Dalam' .

Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang I‘emberantasan o

Maksmt Di Kota Palembang"

2. Apa yang menjadi Faktor penghambat satuan’ Vpolisiv pamong .prajé. dalam

‘menegakkan Peraturan-'Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan

Maksiat Di Kota Palembang?
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Maksiat
1. Telaah Urgensi Peraturan Daerah
Setiap Perda memiliki pertimbangan sendiri, ada yang sama dan ada yang
berbeda. Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2002 tentang pemberantasan maksiat dapat dirangkum suatu simpulan yaitu:
untuk mengatur masalah pemberantasan maksiat di dalam suatu peraturan
' daefah, Vbzil-l'\'zvasanﬁygafx-' -
1 Penyelenggaraan Otonom1 Daerah yang luas nyata dan benanggung
- Jawab di Propm51 Sumatera Selatan mellputl Juga upaya

pembangunan kehldupan sosial masyarakat yang ber51h dari berbagalr

bentuk maksiat;

2) Untuk itu pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan
mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, menggangu
ketertiban, dan merusak * sendi-sendi kehidupan masyarakat di

Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas;

* Bagian Menimbang butir a dan b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3.
Serie E




2. T}Jjuan Peratur;cm Daerah

; Tujuan Perda Béberapa Perda tidak memiliki tujuan yang jelas, karena tidak
mencantumkan tujuan yang hendak dicapai. Pada Perda Sumatera Selatan
tersebut hanya mencantumkan bahwa pergaulan hidup masyarakat yang
mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan,
menggangu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di

Propinsi Sumatera Selatan, pérlu diberantas’

3. Konsideren Menimbang

S - o o latar bgl_akang d dan .aiésah _pémbuatan' 'P‘erda,': sefté 'mengandung " unsur :
'ﬁloéoﬁs, yuridis, dan sosiblogis. Terdai)a'_c nilai bahwa 'ﬁéfgaulan hiﬁllp
. inasya’rakat yang meng‘arah-dan méngandung rﬁuatan makéiat yang -saﬂgat "
_. meresahkan, 'menggangu '.ké'tertibar_l, ‘dan merusak sendi-sendi keiﬁdﬁpan
masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan,.p‘erlu diberantas. Dengan adanya
Perda pemberantasan maksiat diharapkan dapat menjadi formula serta
mencerminkan sistem nilai tersebut yang tertuang sebagai sarana untuk
mewujudkan pangaturan mengenai pemberantasan maksiat di Propinsi

Sumatera Selatan dalam suatu Peraturan Daerah.

® Bagian Menimbang Butir b Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E

e ’ Kﬁnéidérms.ﬁemmbéﬂg" telah i'nemua_t iidkok—qu'ok plklranyangmen)adl L
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4. Dasar quenangén Pembentukan Perda

Peraturan perundang-undangan vang digunakan sebagai dasar hukum, ada 20

(dua puluh) aturan hukum atau peraturan yang masih perlu ditinjau ulang lagi,

untuk dilihat peraturan yang masih berlaku dan peraturan yang sudah direvisi

atau dicabut sebagai dasar pembentukan perda, seperti halnya yang tertuang di

dalam perda pemberantasan maksiat, yaitu:'® |

a) Undang—Undang Nomor 1 Tahun1946 tentang Hukum Pidana jo Undang-
Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk

Seluruh W 1layah Republlk Indone51a dan Mengubah Kltab Undang-Undang -

Hukum Pldana (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 1958 Nomorr o
127 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1660),_ o
b) Undang—Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kltab Undang— )
Undang Hukum Pidana Tentara | |
¢) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 .te‘ntang Perubahan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nombr 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan

Ketentaraan (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1493);

1 Lihat konsideren Bagian Mengingat Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Prop1n51 Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3-
Serie E




d) Undang-UnQang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

€) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah
dengar_l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

f) Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana _

| (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) | | | . | 4

g) Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Repubhk

| Indone31a (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan

' Lembaran Negara Nomor 345 1)

h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Késehatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3972);

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran

Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3671);




1))

k)

)
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Undang-Unddng Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoﬁka (Lembaran
Negafa Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3689); |
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3691);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3839);

'm) Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsaSI Manusm.-:{'

. (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 1999 Nomor. 165

p)

»'Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)

Undang-_Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentahg Pokok—Poko_k Pers

(Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 1999 Nomor 166,

Tambahan} Lembaran Negara RI Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan

Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3 192);




Q)

' Tahun 1985 tentang Penyldlk Pegawa1 Negen Slpll di ngkungan :

11

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952);>

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunah
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Prop1n51 Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7

"Pemenntah Prop1n51 Daerah ngkat I- Sumatcra Selatan (Lembaran-

Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Seri D)

Peraturan Daerah Prop1n51 Daerah Tlngkat I Sumatera Selatan Nornor 12
Tahun 2000 tentang Susunan Orgamsam dan Tata Kerja, Lembaga Teknis
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000

Nomor 3 Seri E).

Berdasarkan uraian di atas, banyaknya peraturan yang menjadi

landasan yuridis dalam membentuk Perda Pemberantasan maksiat, apabila

dilihat dari jumlah pératuran perundang- undangan yang digunakan sebagai

dasar hukum, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang digunakan

sebagai dasar hukum tidak berhubungan langsung dengan dasar kewenaﬁgan :
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formal dan dasar kewenanggn mateﬁl, sebagai asumsi dasar kewenangan
formal, berkaitaﬁ dengan pemberian kewenangan kepada badan/lembaga
untuk menetapkan peraturan daerah. Sedangkan, inti kewenangan materil
yang menyangkut perintah pengaturan suatu materi dalam hal ini
pemberantasan fnaksiat yang dirhasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Bertitik
~ tolak dari pemikiran tersebut, peraturan perundang-undangan lain, yang
sesungguhnya hanya dilihat segi sinkronisasinya dalam pengaturan, juga
dicantumkan sebagai dasar hukum. Seharusnya peraturan perundang-undangan

yang termaktub dalam pembentukan perda ini, diteliti ketika melakukan kajian

~ yuridis untuk menjamin agar fidak terjadi “tumpang “findih pengaturan.

‘P.eratu'réri peru'ndtang"-uric'l.ang-an: yang digunékan'Pad_a saat-itu sebagai dasar
kewenangan pembuatan Perda, yakni Undahg;Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah.

5. Isi ketentuan Umum

Ketentuan umum yang memuat kandungan makna atau istilah yang
dipergunakan dalam pengertian perbuatan maksiat dan segala sesuatu yang

berhubupgan dengan maksiat, pemaknaan kata yang terlalu banyak, yaitu dapat

dilihat sebagai berikut: 1!

" Termaktub di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pada Pasal 1 Poin 12 sampai 33 Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2002 Nomor 3 Serie E
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1.- Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak
sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-
norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan norma hukum yang
berlaku dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan;

2. Prostitusi adalah hubungan seks di luar nikah dan atau di luar
perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling
menguntungkan antara para pelaku dalam wilayah Propinsi Sumatera
Selatan.

3. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan tali perkawinan antara
seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan di
wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

4. Hotel adalah rumah tempat orang menginap dan makan di lingkungan
Propinsi Sumatera Selatan.Wisma atau atau disebut Homestay adalah
rumah sewaan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

5. Pemondokan adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dalam
wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

6. :Objek Wisatd adalah- tempat tujuan wisatawan dalam W11ayah Proplnsi '
" Sumatera Selatan S . .

7 Tempat hiburan adalah tempat orang bersenang-senang dalam w1layah-
-~ Propinsi Sumatera Selatan sepert1 café, diskotik, dan Sejemsnya

8. Panti Pijat adalah tempay yang disediakan bagi orang-orang yang
ingin dipijat dalam wilayah Propinsi Sumratera Selatan.-

9. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang dlsedlakan untuk usaha
- kecantikan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

10. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang “atan lebih orang .
wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

11. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang
wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

12. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh
seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain.

13. Perkosaan adalah hubungan sesksual dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di laur ikatan
perkawinan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

14. Pelecehan seksual, adalah perbuatan merendahkan harkat dan
martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang
atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak
menyenangkan yang lainnya.




b

.

15. Mucikari adalah yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia
pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual dalam
wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

16. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang

merangsang nafsu birahi orang lain dalam wilayah Propinsi Sumatera
Selatan. :

17. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik bérupa

uang, benda ataupun yang lainnya dalam wilayah Propinsi Sumatera
Selatan.

18. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau
memabukkan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

19. Pornografi adalah pornografi sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Tuna susila adalah status seseorang yang menyediakan diri untuk
melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan dalam
wilayah Propinsi Sumatera Selatan. '

21 Napza adalah natkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. -

Pengaturan men_gériaf 'kéidgh _p‘eﬁlakﬁ' (perintah,. larangan, - dan

- ~ kebolehan) bagi rﬁasyarakat dan bagi ﬁemerintah Kaidah perintah,

- larangan, dan kebqleh;in. Di dalam Bab- III Pasal 3 Peratufa_n Daerah

Nomor 13 Tahun 2002 Tenténg Pemberantasan maksiat memuiat
mengenai Kewajiban dan larangan, maka Setiap orang, Pengusaha dan

Pimpinan Lembaga Pemerintahan/swasta dalam wilayah Propinsi

pemerintah, wajib:!?

a. mengatur segala hal yang berada di bawah wewenangnya untuk
mencegah timbulnya, kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat;

b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang
menimbulkan maksiat; -

2 Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang:
Pemberantasan Maksiat, Lembar Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E
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c. melakukan tindakan upaya-upaya penghentian apabila menemukan
perbuatan maksiat di likungannya;

d. melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawati, bawahan serta
anggota yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi
korban perbuatan maksiat;

e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila

menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang
lain.

Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 4 bahwasannya Pemerintah

daerah berkewajiban:

(1) Pemerintah Propinsi serta instansi terkait secara terpadu wajib
melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan
elektronik agar tidak menyajikan cerita gambar dan tulisan- serta
siaran yang-dapat merangsang perbuatan maksxat

2) Pemerlntah Propmsx wajib melarang peredaran bahan cetakan has1l ‘
- media cetak, komputér dan internet yang gambar atau tuhsannya.
“dapat merusak moral ddn merangsang sesorang berbuat maksrat

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002

~ Tentang Pemberantasan Maksiat -meniu'a‘t Larangan ditujukan kepada:

(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilarang:

a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat;

b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta
dalam perbuatan maksiat;

c. melindungi dan atau memfasilitasi, kelangsungan perbuatan
maksiat;

d. menjadi mucikari;

€. menerima penyewa yang berlaman jenis kelamin bukan suami
isteri dalam satu kamar pondokan rumah kost;

f. membujuk, menghasut, dan dengan tipu muslihat menjerumuskan
orang lain untuk berbuat maksiat;

g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki tuna susila;
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h. bagi wanita, berpakaian minim terbuka pada bagian tubuh mulai
dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat
jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian itu di tempat umum.

(2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau dalam
halaman bangunan yang patut diduga diketahuinya sebagai tempat
orang melakukan maksiat, kecuali untuk kepentingan dinas.

(3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma atau
homestay, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata,
panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan
distributor dilarang;:

a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun
di dalam atau di sekitar bangunan yang berada di dalam
kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. menyediakan -sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain
atau dirinya melakukan perbuatan maksiat;

c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang

_lain -yang. patut diduga. akan dlpergunakan sebaga1 tempat_ o
perbuatan maks1at :

) Setxap penanggung jawab dan atau pemlmpm lembaga pendldxkan'
‘lembaga swasta; pemerintah- serta instansi sipil’ dan militer, media * -
massa cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus -

- orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan
- perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

L

Belum adanfa regulasi yahg menetapkan 'atu'ran berkaitan dengart
pemberantasan maksiat agar terus menjdi acuan untuk ditetapkan regulasi
sesuai dengan situasi dan kondisi riil yang ditemukan di daerah sumatera
selatan khususnya kota Palembang. Langkah ini dianggap cukup efektif
apabila dibandingkan dengan menunggu pengaturan yang bersifat nasional

dalam bentuk Undang-Undang yang belum tentu sesuai dengan situasi dan

kondisi di daerah.
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Melihat pengaturan mengenai Sanksi dalam rangk_a penegakkan Perda
hanya mengatur ﬁengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Akan tetapi
sanksi di bidang perdata tidak diatur. Sesungguhnya sanksi perdata sangat
penting diatur, misalnya tindakan yang membawa kerugian secara perdata
dapat dikenakan éanksi'perdata misalnya masalah ganti rugi, kompensasi dan
sebagainya. Ranah penuntutan tefhadap pelanggaran Peraturan daerah ini
dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang

: ‘Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan

Ketentaraan, sangat bertentangan sekali ketika aparat penegak hukum dalam

" hal 1m satuan pohsl pamong praja 1ng1n menegakkdn aturan Justru‘; b, o

hukumannya bersmggungan dengan aturan pldana bukan lagi masuk dalamﬁ-_
kewenangannya,. sangat rancu ketlka perda akan dltegakkan justru masuk ke
" ‘ranah pidaha Yang notabene ‘-.vvewénangnya berada péda system peradilan

piciané.

A. Pengertian Penegak Hukum
1. Penegak hukumn
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan

dalam penegakan hukurh adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
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dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang _ mengatakan:
“Dalam rangka peneéakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya)

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus
diaktualisasikan”.
Dalarh hal penegakan hukum dengan artian penegakan peraturan daerah pada
dasarnya dilaksanakan oleh satuan polisi pamong. praja dimana Satuan Polisi
Pamong PraJa mempunyal tuéas dan wewenang untuk menegakkan Peratﬁran' N
‘Daerah sesua1 dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentangA _

Pemberantasan '\/Iaksxat pada Pasal ini dmyatakan

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dllakukan oleh
‘Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
POLRIL;

. Polisi Militer;

Kejaksaan;

. Pengadilan;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Satuan Polisi Pamong Praja;

. Pengacara.

@O Ao o

Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada

Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni




(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk
melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pad ayat (1),
Penyidik berwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
perbuatan maksiat;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta
melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi
perbuatan maksiat;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa
tanda pengenal dari tersangka;

d. melakukan penggeledahan, penyltaan benda dan atau surat yang dlduga

" berkaitan dengan perbuatan maksiat; - : , .

, -+ -e.- mengambil sidik jari dan foto tersangka SR
o oo f. memanggil seseorang untuk dldengar dan dlperxksa sebaga1 tersangka
| S . . -atau saksi; '
g. menghentikan penyldlkan setelah tldak terdapat cukup bukti atau setelah
diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan

h. mengadakan tindakan lam yang dapat dlpe"tanggung]dwabkan secara
. hukum. :

(4) Penyldlk sebagaimana dxmaksud ayat (2) membuat Benta Acara untuk setiap
tindakan:

. pemeriksaan tersangka;

. penggeledahan;

penyitaan barang;

. pemeriksaan surat;

. pemeriksaan saksi;

pemeriksaan tempat kejadian;

. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan
- hasil pemeriksaan medis.

Btk L0 o
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Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang satuan Polisi

Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang




selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan
Peraturan Daerah (Pérda) dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya
Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah
dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat."”? Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja
sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah).
Bertalian dengan hél tersebut satuan polisi pamong praja provinsi hanya sebagai
penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan
o yustisfal dllalxsanakan a'tau'-A ké&@:nangéﬁ satuan pohsl .];amoﬁg? .prajé‘. d1
S kabupafén/kdtél' Pada {atargix; ifi jika ingin melihat penindakan, yang dilakukan
| o .satp;)i'pp éda duaje;i-i'sr‘}faitu: | | | | - |

 Gambar2'%.

Preventif Non Yustisial c'lanx
edukasi Dilaksanakan oleh Sat

i - Pol PP Propinsi
Penindakan yang dilakukan Satpol -
: PP
~
Preventif Yustisial
Dilaksanakan oleb Satpol PP
kota . )

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti

1 Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9
- M Pola Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
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Keterangan:
1. Penindakan Preventif Non Yustisial
Yaitu tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja antara lain:

a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu dengan

menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi
serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak

penandatanganan surat pernyataan.

- Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya maka

akan d1ber1Lan tlga tahap, yaitu: surat teguran penama dengan _]angka waktu 7 .

‘ (tujuh) han surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tlga) han surat; .

o .teguran ketlga waktu 3. (tlga) hari.”

. Apablla t1dak melaksanakan dan/atau mengmgkan surat teguran tersebut A .

maka akan’ dllaporkan l(epada penyldlk pegawal negen sipil (PPNS) untuk

melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

a. Penyelidikan

Pada prinsipnya PPNS jika melihat payung hukumnya yaitu Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149, memiliki
kewenangan untuk melakukan penyelidikan, untuk dapat menggunakan

kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran
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pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam

hal ini Peraturan -daerah serta meminta bantuan penyelidik Polisi Republik

Indonesia

. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi

merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas

dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

- dalam lingkup wilayah kerjaﬁya

. Pemeriksaan

.1 Pemerlkbaan tersangka dan sak51 dllakukan oleh PPNS yang bersangkutan :'; :

tldak boleh dlllmpahkan kepada petugas lam yang bukan penyldlk

i 2. Setelah d1adakan pemenksaan oleh PPNS terhadap tersangka danv -

tersangka mengakm telah melakuk_an pelanggaran peraturan daerah- serta_ :

berseciia ﬁentwti dan .meial{.san-ékan ketentuan peraturan daerah térsé:but.

. Pemanggilan

a) Dasar hukum pemanggilan adalah ketentuan KUHAP ‘sepanjang
menyangkut pemanggilan, tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan
yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

(peraturan daerah), yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah

PPNS Satpol PP.
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b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka
penandatanganan surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik.

e. Pelaksanaan
a) Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim
terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan
- dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan sidang
ditempat terhadap ‘para pelanggar peraturan daerah
b) Melakukan pemberkasan terhédap para pelanggar peraturan daerah dan

selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan untuk

N tempat kantor Satuan POllSl Pamong Praja '
I _ _ * Untuk mengawa51 Jalannya peraturan daerah tersebut, tentunya bukan |
, o hanya aparat penegak hukum saja yang berfung51 tetapl d1 segala lini laplsan :

terlihat pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002, yaitu;

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

% 2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan
E yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan:
Pemerintah daerah;
Penegak Hukum;
Orang Tua;
Wali Asuh;
Pemuka Agama;
Tokoh Masyarakat;
Pendidik;
Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan

PR me Ao o

melaksanakan permdangan terhadap para pelanggar peraturan daerah d1'_- e
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i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.

3) Pemerintah Propinsi atau instansi terkait wajib memperketat pengawasan
di perbatasan dan pintu-pintu masuk Propinsi, agar tidak dimasuki hal-hal
yang menjurus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4)
diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam
lingkungan Propinsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Maksiat dan Pemberantasan Maksiat

Pengertian maksiat dalam kamus Bahasa Indonesia maksiat adalah perbuatan

- yang melanggar perintah Allah, perbuataﬁ dosa (tercela, buruk dsb).'SSedangkan

di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan

o makSIat pengeman “Maksxat ddaldh setlap perbuatan anggota masyarakat yang o
' merusak send1—send1 kehldupan sosxal kemasyarakatan dan melanggar norma-
norma agama, kes-u51laan~ adat 1st1adat dan norma hukurn yang berlaku dalamr
Wllayah Propmsn Sumatera Selata11’7; bertahan dg:ngap perbuatan makSIat,sepertl
termaktub di' dalam di »Pasal 2 ayat -(2) Peraturan Daerah Sumatera Selatan

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan:

(2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:

a. prostitusi;
b. zina;

c. homoseks;
d. lesbien;

e. sodomi;

f. perkosaan;

BTim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Baham-
Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm 549
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pelecehan seksual;

porno;

pornografi;

judi;

minum-minuman keras; dan
penyalahgunaan napza.

e B

Bertalian dengan perbuatan maksiat, yang termaktub dengan segala

perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Penjabaran

perbuatan maksiat penulis uraikan satu persatu seperti di bawah ini:

1.

Prostitusi adalah Hubungan seks di luar nikah dan atau di luar perkawinan

yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan
N éntara ﬁafa j)elaki»iv.". R

" Zina. adalah . Perbuatan senggama di luar ”ik:atan? tali perkawihan antara

seorang atau lebih laki-laki dengan searaﬁg atau lebih perempuan.

Sedangkan 'brent'ukI dari padé pefzinahan.dibagi'm‘enjadi dua yaitu, Zina

muhshan dan’ Zina ghairurmuhshaﬁ16 untuk.me:ngetahui seseorang.telah
melakukan perzinaan? Untuk mengetahui apakah seseorang telah

melakukan perbuatan zina atau tidak, hukum Islam menetapkan dua cara,

yaitu:

Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu: a). Zina muhshan, yaitu zina yang dilakukan oleh
seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhshan adalah harus
dirajam sampai mati, jika memenuhi saksi sejumlah empat orang. b). Zina ghairu muhshan, yaitu zina

yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih
perjaka/gadis.




w)

3.
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a) Membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkank empat orang saksi.
Syarat saksi-saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah
laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu,
tempat, dan pelaku menjalankan perbuatan zina.

b) Terdapat pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina.
Pelaku yang membuat pernyataan berzina syaratnya harus sudah baligh
dan berakal.

Homoseks adalah Hubungan seksual antara seorang atau lebih laki-laki

dengan sesama Jems Berkaltan dengan makna homosekoual dlartlkanw .
-sebagal hubungan keIamln yang dllakukan oleh sesama Jems baik sesama

- 1ak1-1ak1 atau perempuan Namun 1st11ah homoseksual lebih condong kepada -

hubungan kelamm _yang dllakukan oleh _sesama 1ak1 1ak1 Istilah
homoseksual dladop31- dari bahasa inggris. Menurut termmologl-
homoseksual berasal dari kata Homo berart1 sama atau SCJCH;S sedangkan
seksual berarti prilaku hubungan seksual. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Homoseksual adalah perbuatan diluar kenormalan seseorang karena hakikat
yang normal manusia adalah mahkluk heteroseksual, yaitu hanya tertarik
kepada lawan jenis kelaminnya. Sedangkan dalam bahasa arab istilah
homoseksual dikenal dengan “liwath” yang diambil dari istilah “Luth”
Menurut pendapat lain homoseksual adalah suatu penyakit yang jarang

kejadiannya atau punya kelainan dan salah satu metode yang tidak memadai
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untuk memenuhi kepuasan seksual terhadap lawan jenis. Dalam
‘ensiklopedia = Indonesia homoseksual = diartikan sebagai istilah untuk
menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku
terhadap orang lain dari jenis kelamin sama, yang diidentikan berjenis
kelamin laki-laki."”

4. Lesbian ialah hubungan seksual antara seorang atau lebih wanita dengan

sesama jenis.

Pada awalnya istilah lesbian lebih dikenal dengan menggesekkan kemaluan

dan tidak memasukkannya (mahsyur, 1990). Namun, dalam
' "”perke_m-:b'én-gannyé' 1st11ah Jesbian kini_ l_ebih A'A'di.ke.na_tl ‘sebagai hubungan

. seksual sésama perempuan. Atau dapat.juga diSebﬁt sébagai i_iebéilikan‘_ dari

istilah homoseksual. Dalarh bahasa arab istilah lesbian dikenal dengan nama

As¥sahaq dan pélakunya dikenal dengan. sebutan As-s:aahiq. Biaéa_mya istilah

As-sahaq sering dikenal dengan perkataan 3l i3 3yl (peréempuan
yang selalu menggumpuli perempuan lainnya).'®
5. Sodomi yaitu Hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau

lebih laki-laki terhadap orang lain,

17http://www.dharmasehat.com/ZO12/05/arti-homoseksual-dan—lesbian.html, diakses Hari Senin
tanggal 7 November 2014

]8http://www.dhannasehat.c0m/2012/05/arti-h0moseksual-dan-lesbian.html, diakses Hari Senin
tanggal 7 November 2014
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6. Perkosaan adaiah Hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di luar ikatan
perkawinan |

7. Pelecehan seksual ialah Perbuatan merendahkan harkat dan martabat
seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseoarang atau kelompok

lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya

8. Porno merupakan Segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang

merangsang nafsu birahi orang lain, secara harfiah porno dan pornografi

_merupakan satu kesamaan Kkata Pornograﬁ (dari bahasa Yunani

o pornographla secara haraﬁah tuhsan tentang atau gambar tentang pelacur)‘
o (kadang kala’j Juga d1s1ngkat menjad1 “pom > “pron ”? atau pomo”) adalah'_ :
penggambaran tubuh manu51a atau penlaku séksual manusia dengan tujuan -

membangkltkan rangsangan °eksua1 m1r1p, namun berbeda dengan erot1ca

. Pengertl_an ini secara eksplxsxt menunjukkan bahwa istilah pomograﬁ selalu
dan hanya beri(éitan dengan tubuh perempuan. Padahal, objek pomografi
sendiri tidak hanya berkutat pada wilayah tubuh perempuan, melainkan juga
pada pria atu waria, dan bahkan binatang juga termasuk didalamnya. Dalam
konteks Indonesia, kata porno berubah menjadi cabul, sementara istilah
pornografi sendiri diartikan sebagai bentuk penggambaran tingkah laku

secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan

¥ Di dalam Kamus besar bahasa Indonesia penggunakan kata porno berubah menjadi cabul.




10.

11.

yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan

nafsu birahi dalam seks. Dalam terminologi hukum, pornografi diartikan
sebagai barang cetak atau film yang mengungkapkan masalah-masalah
seksual,

Menurut Muntaq pornografi dapat dirumuskan sebagai berikut; Pornografi
adalah pengungkapan permasalahan seksual yang erotis dan sensual melalui

suatu media yang bertujuan atau dapat mengakibatkan bangkitnya nafsu

" birahi atau timbulnya rasa muak, malu, jijik bagi orang yang melihat,
mendengar atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan agama dan atau
| adat 1st1adat setempat Dan berbaga1 dCﬁIIlSl dlatas, porno atau yang

senngkah Juga dlsebut pornograﬁ adalah sebagal bentuk penggambaran' Sel

tlngkah laLku secara erotis untuk membangkxtkan nafsu b1rah1 .atau bahan

"yang dlraqcang dengan sengaja dan semata-mata u‘ntuk membangkitkan

nafsu Birahi dalam seks.

Pornografi adalah pornografi sebagaimana di atur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Judi adalah Semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang,

benda ataupun yang lainnya.

Minum-minuman keras ialah minuman yang beralkohol dan atau

memabukkan
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12. Penyalahgunaan _napzazo.
Napza pada prinsipnya merupakan penyalahgunaan terhadap narkotika dan
zat adiktif lainnya, dimana sanksi hukumnya termaktub di dalam KUHP dan

Undang-undang tentang Narkotika dan Penyalahgunaan zat adikitif lainnya.

Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya



BAB IIT

"TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak
Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang
2. Untuk rﬁengetahui faktor penghambat ‘satuan polisi dalam menegakkan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 d1 kota Palembang

- Bb Manfaat Penelltmn . -
1. Secara T,e_ontls j
Manféat dar1 penelitian ir.1ir adalah mémberikan masukan sérfa surhbangén
; pemlklran kepada ilmu pengetahuan tentang bagalmana Peraﬁan Satuaﬁ
Pohsl Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat

Di Kota Palembang

2. Secara Praktis

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan
sekaligus membuka cakrawala berpikir bagi semua pihak yang memiliki

kompetensi di bidangnya masing-masing
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BAB 1V

METODE PENELITIAN
1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian
kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan
pembahasaﬁ permasalahan dalam penelitian ini.
Terdiri dari bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum tersebut meliputi:
a. Bahan hukur'n primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan
daerah .
| b Bah:an" ﬂﬁkl.im'jsékund'éi"bérupa lite',r’atuf .huki-lm,.artil‘(el dan karya -fulis;
11m1ah yang berhubungan de'ngvein;perda péh»ib.erantasanrmail;sieﬁlf , ~. -
c. Bahan hukuimt tersier ‘berupa ba;han—bahan yang akan diémbil dari media
ﬁlaésé seperti majalzi_h dan surat kabar, kamus, internet, -dan seBagainya _'
yang memuat pénulisan yang d;apat menunjar;g dan digunzkan seﬁagai

informasi tambahan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan
Sesuai dengan judul yang diangkat adalah mengenai “ Peranan Satuan Polisi
Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2002 'Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang,

fokus utama penelitian ini ditujukan pada peran satuan polisi yang dikaitkan
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dengan p'en‘egakkan. peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan maksiat di kota Palembang sehingga termasuk dalam penelitian
nonﬁatif yang dikombinasikan dengan penelitian empiris, karena peneliti ingin
melihat aplikasinya dilapangan. Penelitian ini mencoba menjawab dari
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.
1. Lokasi Penelitian

Penelitian secara empiris dilakukan di Kota Palembang.
- 2. Jenis dan Sumber Data - |

a. Data Primer

e Dcngalh. .i)énélifiéh -lapan.gari-v"(F/ier_ld 'Res-earcizr)-"dimaksudka‘n- adalah -~

: .'’b'erusahé.,untl_lki meiékﬁkaﬁ pef_ieliﬁén :sgemak'simal-_' munékin daleim:mehcéﬁ
serté méﬁgumpulkan déia;data primér. dengan jalan berkoordiﬁasi 'dexigan‘
para plhak terkait daiarh hal ir_ﬁ ins;imsi aparat penegak ‘hukum dalam hal ini |
peneéak ‘peraturan aaeraﬁ yéitu satuan - polisi pamong prajé '(éatpol Pp)

kemudian melihat aplikasinya di lapangan di dalam wilayah kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh dengan teknik  wawancara dengan para
informan, Teknik wawancara ditujukan pada pihak yang berkompeten aparat
penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Data

sekunder diperoleh melalui studi dokumen.
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4. Teknik Pengolahan Data |

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara-cara

antara lain:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui
penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan
terkait dengan pembaﬁasan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsupg dengan pihak
terkait dalam hal ini lembaga yang berwenang membuat kebijakan, satuan

. polisi‘ pamong . pra_lja_ sebagai .apafat _penegak . peratuzan  daerah - dan .
©masyarakat, - o e |
5. Ana11s1s D;tta ‘

" Data yang diperoleh dari péxpustakaan_ daﬁ dat.a yang diperoleh dari laiaangan

Ac.iianalisis secara- déskriptif kua]i‘ta'ti'_.f, ;iéskﬁptif .kafena_‘datzll;data yang: ‘ada' |

dikumpulkan‘ berdasarkan temuan data di lap'angan. Kemu&ian dikatakan

kualitatif karena data tersebut di dapat melalui wawancara dengan para

informan agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalaban yang

dikemukakan dalam penelitian ini.




BAB V

HASIL YANG DICAPAI

A. Peranan Satuan Polisi Praja sebagai Penegak Hukum dalam Rarngka
Menegakkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Maksiat

~ Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada

Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. ‘
.. (2).Selain Penyldlk tersebut. pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai .

Negeri Sipil - pada. Satuan Polisi’ Pamong Praja dlbenkan kewenangan

untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang: -

Undang Noimor 22 Tahun 1999,

(3) Dalam melaksanakan tugas penyldlkan sebagalmana dlmaksud pad ayatA

(1), Penyldlk berwenang

‘a.

b

menerima laporan atau pengaduan ‘dar1- seseorang tentang adanya
" perbuatan maksiat;

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta

melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan telah terjadi
perbuatan maksiat;

. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan

memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang

diduga berkaitan dengan perbuatan maksiat;

mengambil sidik jari dan foto tersangka;

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau

setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan
perbuatan maksiat; dan

. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum.
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(4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk
setiap tindakan:

pemeriksaan tersangka;

penggeledahan;

penyitaan barang;

pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan tempat kejadian;

penyimpanan dan penyisiban barang bukti; dan

hasil pemeriksaan medis.

B e O AR O

Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6-Tahun 2010 Tentang satuan Polisi

Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang

selan_]utnya dlsmgkat Satpol PP adalah baglan perangkat daerah dalam penegakan e
' Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaran ketertlban umum dan ketentraman

'masyarakat Kemudlan dxtegaskan kembah pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya

~ Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagal aparat pemerintah daerah'

dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertlban umum dan ketentraman
masyarakat.21 Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja
sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah).
Bertalian dengan hal tersebut satuan polisi pamong praja provinsi hanya sebagai
penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi sedangkan

yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong praja di

2! pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polist Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9
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kabupaten/kota. Pada tataran ini jika ingin melihat penindakan yang dilakukan

satpol pp ada dua jenis yaitu:

Gambar 2%

Preventif Non Yustisial dan
edukasi Dilaksanakan oleh Sat

- Pol PP Propinsi
Penindakan yang dilakukan Satpol
PP
Preventif Yustisial
Dilaksanakan oleh Satpol PP
kota

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti

S _Keteréhgan':

3. Pemndakan Preventlf Non Yustlslal

" Yaitu tmdakan yang dllakukan oleh satuan polisi pz;mono Fraja ;n{am lain:

a. Pemndakan terhadap para pelanggar peraturan daerah terlebih d_hulu dzmm
menandatangani “surat pernyataan bersedla dan sanggup menzati dan -
rhématuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak
penandatanganan surat pernyataan.

b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya maka
akan diberikan tiga tahap, yaitu: surat teguran pertama dengan jangka waktu
7 (tujuh) hari, surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari, surat

teguran ketiga waktu 3 (tiga) hari.

%2 Pola Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja |
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c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut,
maka akan dilaporkan kebada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk
melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

a. Penyelidikan
Pada prinsipnya PPNS jika melihat payung hukumnya yaitu Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Déérah Pasal 149, memiliki

kewenangan untuk melakukan penyehdlkan untuk dapat menggunakan

- kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran 4

pldana dalam hngkup Undang-undang yang menjadl dasar hukumnya dalam S

hal ini Peraturan daerah serta memmta bantuan penyehdlk Pohsl Repubhk
~ Indonesia | | |
" b Peﬁyidikgn Pelanggaﬁin'Peraturan Daerah
Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi
merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas

dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

dalam lingkup wilayah kerjanya.
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c¢. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan,
tidak boleh dilimpahkén kepada petugas lain yang bukan penyidik
Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka
mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia
mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut.

d. Pemanggilan
a) Dasar hukum pemanggilan adalah ketentuan 'KUHAP sepanjang

menyangkut pemanggilan, tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan

yang dltetapkan dalam Undang-undang yang menjadl dasar hukumnya

(peraturan daerah) yang berwenang menandatangam surat panggllan adalah

PPNS Satpol_ PP.

b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka

. penqndatanganan surat Pénggiian dilakukan oleh pimpinan'éelai(u penyidik.
e. Pelaksanaan -

a) Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim
terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan
dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan sidang
ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah

b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan

selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan untuk
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melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di

tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mengawasi jalannya peraturan daerah tersebut, tentunya bukan

hanya aparat penegak hukum saja yang berfungsi tetapi di segala lini lapisan,

terlihat pada pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002, yaitu:

5)

6)

N

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan
yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan:
Pemerintah daerah;
Penegak Hukum;
" -Orang Tua;
“Wali Asuh;
-Pemuka Agama;’ .
Tokoh Masyarakat; = -
Pendidik; RN
Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan

1. Masyarakat di lingkungan masing-masing,

)

Pemerintah Propinsi atail instansi ierkait wajib memperketat pe'ngawzisan

. di perbatasan dan pintu-pintu masuk Propinsi, agar tidak dimasuki hal-hal

8

yang menjurus kepada kegiatan atau perbuatan maksiat.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4)
diatur tersendiri oleh masing-masing Daerah Otonom di dalam

~ lingkungan Propinsi.

Penelitian ini mengenai bertalian dengan bentuk peranan satuan polisi pamong

praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan tetapi penelitian

dilaksanakan hanya di satu kota Palembang, dimana peneliti ingin melihat serta

berusaha mengungkapkan seberapa jauh peranan satuan polisi pamong praja




dalam menerapkan Pe_raturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur

tentang pemberantasan maksiat. Menilik penerapan Perda dimaksud tentunya
bertitik berawal dari sosialisasi Perda agar dapat dipahami dan pada saatnya
dipatuhi/ditaati/dilaksanakan lembaga pelaksana dan masyarakat. Di sisi lain,
penelitian ini mengungkapkan respon lembaga pelaksana Pemerintah Daerah
setempat pembuat kebijakan DPRD daﬁ Gubernur melalui Kabiro Hukum
Pemerintah Prdvinsi Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum (perda) yang
dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja terhadap Perda pembérantasan
mak51atyang telah dllaksanakan selama lebih dari satu dekade. Respon Lembaga

‘ Pelaksana terungkap dalam tabel sebaga1 berlkut

: .-vTabeIS'-» .
o Respon Lembaga Pelaksana
No | Pemda ‘ B :: ARMe_§‘pon : " Informan .
h ropmsx Sumatera Selatan 1 > Perda sulit ditegakkan Bagian - Persidarigan |

karena . pemahaman | DPRD
dan definisi maksiat
yang terlalu Juas

> Perda dianggap
2l bermuatan politis L
2. » Makna dan bentuk | Bagian penegakan
maksiat yang terlalu | Undang-undang dan

luas sehingga perda | Peraturan Daerah Satpol
sulit untuk ditegakan | PP

3. » Ada banyak masalah | Kabiro Hukum dan
1 dalam materi Perda, | Perundang-undangan
sehingga tidak dapat | Pemerintah Provinsi
diterapkan  * secara Y :
efektif

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan para pihak
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Berdasarkan tabél tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya
Peraturan Daerah Nomor 13. Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat masih
terlalu luas pemaknaan maksiat dan juga aspek politis yang senantiasa menyertai
proses pembentukan Perda, sehingga perda tersebut dikatakan tidak efektif.

Berbicara mengenai efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dalam hal ini

peraturan daerah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang dari tahun ke tahun justru semakin
meningkat pesat, jika menilik peraturan yang ada maka seharusnya déﬂgan

payung peraturan daerah (perda) tersebut seharusnya lebih efektif lagi untuk

' méﬁéeg_ah maksiat di kota Paléfri.bang. Peranansatuan polisi parﬁnp_hgi pfaij'é'..cialarn

" menerapkan-peaturan dacrah

'ini menyorcﬁi seberapa efek_tiﬁlya pérdaj n'dihér 13 Tz'il-l'un 2002 seba'g‘a-i'
senjata 'paInUngkas untuk memberaﬁt&s maksiat | ataukail .perlil dite;abkan _
peraturan lain Vsebagai peraturan pemerintah;Sebagai perétﬁran pelaksaﬁa dari
perda tersebut, Efektivitas ini .péda hakekatnya bertujuan untuk melihat suafu
seberapa jauh target (kuantitaskualitas dan waktu) telah tercapai setelah
Peraturan Daerah ini diterapkan di kota Palembang, apakah perbuatan maksiat
meningkat atau menurun setelah diterapkan perda tersebut. Dimana makin besar
perseritase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Bertalian dengan
efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk méncapai tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
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Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan.

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut diharapkan menjadi formula
terhadap maksiat di kota Palembang, perda tersebut sudah berjalan 12 Tahun dari
diundangkannya perda tersebut pada lembaran provinsi sumatera selatan Lembar
Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie E, pada
konsideren bagian menimbang butir b dinyatakan bahwasannya pergaulan hidup
masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat

meresahkan, mengganggu ketertiban dan merusak sendi—sendi kehidupan

. f’masyarakat di Provm51 Sumatera Selatan perlu di berantas Akan tetapl peraturanr E
g daerah tersebut yang telah berjalan- Iebln dari satu: dekade pada kenyataannya.
" masih belum mampu menekan angka kemak51atan yang terjadl di kota

APalembang, hal tersebut dapat telihat dan maraknya hal-hal yang berbau mak51at' '

'yang justru semakm membab1 buta. Untuk - membahab etektlf “atau

ketidakefektifan hukum, ada baiknya‘juga memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa
yang diungkapkan Ishaq, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang
menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang
mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya

terletak pada isi faktor tersebut.®

B1shaq, Dasar-dasar llmu Hukum
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B. Faktor Penghambat penerapan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor
13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dikota Palembang
h. Hukumnya sendiri
Pada ranah hukum dalam hal ini peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga
legislatif yaitu peraturan daerah diajukan oleh DPRD dengan disetujui oleh
Gubernur, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah Rasyid, SH.,
M.Si, Kasubag Bagian Persidangan, menurut pendapat beliau Perda Sumatera

Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, sudah masuk

_fkepu_tus.an rﬁe_ﬁgenai perda :-terseb'ut dengan alasah belum.éd;cl kajiﬁn- vseca.r'z.l'

.. fnendalam ‘méngenai pe;aturan d'aerah' tersebut yang jdieiﬁégap pentiﬁé pada
zaman pembuatan 'pérdé tersebut. .Sedangléan' ‘pandan'g'an yang. bértolék .

' belakang dengan péndépét tersel?ut; dikemukaan oleﬁ ibu Umi, b;:liéu justru
menyarankan bahwa perda tersebut jaﬂgén dicabut, karena apabila di cabut
justru melegalkan perbuatan maksiat di kota Palembang. Hal inilah yang
menjadi tarik ulur perda tersebut sampai hari ini masih diberlakukan padahal
dengan melihat efektivitasnya justru perda tersebut seperti macan ompong.
Sedangkan menurut Abdullah Rasyid, Kabiro Hukum dan Perundaﬁg—
undang, beliau meﬁyatakan bahwasannya jika perda tersebut dicabut maka

segala macam atau segala bentuk perbuatan maksiat termasuk di dalamnya

._ daﬁar prolegda perda yangakan dicabut tapi sampalsejauh ini belum ;ada.':’-,- .
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lesbian dan homoseksual akan dilegalkan dengan sendirinya jika tidak ada
tameng atau payung yang menjadi formula untuk memberantas penyakit
masyarakat.”* Muatan materi yang terdapat di dalam peraturan daerah nomor
13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat adalah adanya unsur
kewajiban dan larangan serta harus adanya sanksi.
Dari segi tata bahasa penamaan maksiat yang termaktub pada Bab II Pasal 2,
Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Maksiat, yaitu: “Termasuk perbuatan' maksiat, segala
_ perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain
R yang 'diamr dalam n_dnnh?ribiﬁﬁsébagaiméhﬁ diinalgéud pjada_ é,f;af (1)"§cperii:_ _
' brostituéi;
. zina; '
. homoseks;
lIesbian;
sodomi;
perkosaan;
. pelecehan seksual;
porno;
pornografi;
judi;
minum-minuman keras; dan
penyalahgunaan napza.

RS D rhe U0 O

Muatan yang terdapat dilingkupan larangan pada perda tersebut,
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifani, SH, bahwasannya sangat sulit

untuk menegakkan peraturan daerah jika tidak ada bukti pada saat penyelidikan

**Wawancara dengan ibu Umi Kalsum, Kabiro Hukum Dan Perundang-undangan Perintah
Provinsi Sumatera Selatan, Hari kamis Tanggal 13 November 2014
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dilakukan, misalnya pemah melakukan penyisiran (sweeping) terhadap para PSK
semu yang berkedok panji pijat plus, tetapi tidak ada bukti dan tidak adanya saksi
sehingga proses penegakan peraturan daerahnya terasa sia-sia. Karena pada saat
pengeledahan harus ada alat bukti yang mendukungnya, banyaknya item-item
pada perda pemberantasan maksiat justru menimbulkan polemik seolah-olah perda
tersebut di buat asal jadi saja.’ Bertalian dengan larangan tentu saja ada sanksi
pidana yang diterapkan, tapi sayangnya pada perda pemberantasan maksiat hal
yang terkandung di dalamnya justru banyak masuk ke ranah pidana, misalnya

tentang Narkoba maka Undang-undang Narkoba yang akan menjeratnya. Menilik

perafﬁ_fan_daéréh ada poin ﬁien_g'en_éﬁ lesbi 'dan homoseksual jika ménﬁlét darlunsur

<t'¢r‘sébu't,A maka -tent_ulqin aﬁarat'pcnegak. hukum akan dibihgungkaQ, maéuk'ke .

ranah mana hukum yang akan menjeratnya, seperti yaﬁg_dimaktub dalam Pasal 10

Pérafuran Déerah' Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 teﬁtang Pemberantasan

Maksiat, menyatakan:

(1) Setiap orang yang melakukan maksiat yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Barang siapa melakukan maksiat yang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan
pidana kurungan sesingkat-singkatnya enam puluh hari dan denda sedikit-
dikitnya dua juta rupiah atau selama-lamanya seratus delapan puluh hari dan
denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terhadapnya
berlaku ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

% Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014
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Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Sumatera

Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat:

(1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukuman diwajibkan menjalani
pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.

(2) Pembinaan terpidana sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

Pemerintah Propinsi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rifani, SH,
Bahwasénnya pada Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Maksiat, untuk melihat efektivitasnya suatu peraturan

" daerah, -sebe;g_ai ' ﬁenggak hukum .dalam hal -ini pénegakan “peraturan” daerah Lo
te'n;u;myé karm fnénéaléa_l.mi'k-e_sulijté-rl un@iik ;ﬁepgﬁfapkan peraturaq ':daer'_ahy.ter'-seb_l’lt,jl
41‘<ar‘ena tv)ariyiak'nya. .Unsu% yAang-méngan(‘h.mé'pida'na, dimaria jika mastuk ke ranah
pidgna maka sistem pe_radilari pidana yang mempunyai _kew"enarigan, sedangkan
Seb’enarxifa sétit:an pélisi pamong praja la}_l.yang mempunyéi kewenéngeiﬁ untqu
menegakkan peraturan daerah®® jadi dapat ditarik .suatu késimpulan terjadinya
tumpang tindih kewenangan untuk melaksanakan peraturan daerah tentang
pemberantasan maksiat tersebut.

i. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

%6 Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014
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petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan
dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang | mengatakan:
“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya)

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus

diaktualisasikan”._ 4

- Dalam hal fpénegakén-hqkum deﬁga_ri artian péﬁégakan pg:rétﬁfari daerah ;iada_ S
| dasarn§.la :dilaiksélr.xakan:oleh _sa_tﬁan ’bolis’i-‘ pamong -praja,‘~dirr1'a'r'1a Satuan Polisi .- .
Paxnoﬂg Praja mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan Per_éturan'

Daerah sesuai ‘denga-n Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang

Pemberantasan Maksiat, pada Pasal ini dinyatakaﬁ:-

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
POLRI;

. Polisi Militer;

Kejaksaan;

. Pengadilan;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Satuan Polisi Pamong Praja;

. Pengacara.

Qo Ao o
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Pada Bab VI Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada

Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang termaktub dalam pasal 8§ Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, yakni

(5) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

(6) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk
melakukan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999.

(7) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pad ayat (1),
Penyidik berwenang

a.

g.
h.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
perbuatan maksiat;

. melakukan: tmdakaﬁ pertama pada saat’itu’ di tempat kejadlan serta' |
_ melakukan penyehdlkan dan - penyldlkan atas dugaan telah terjadi -

perbuatan maksiat;

. menyuruh berhenti seseorang tersangka dar1 keglatannya dan. memenksai

tanda pengenal dari tersangka;

. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan atau surat yang dldugar

berkaitan dengan perbuatan maksiat;

mengambil sidik jari dan foto tersangka; _

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagal tersangka :
atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah
diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan maksiat; dan
mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

(8) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat Berita Acara untuk setiap
tindakan:

QMo Ot o

. pemeriksaan tersangka;
. penggeledahan;

. penyitaan barang;

. pemeriksaan surat;

. pemeriksaan saksi;

pemeriksaan tempat kejadian;

. penyimpanan dan penyisihan barang bukti; dan



ay

h. hasil pemeriksaan medis.

-Pada tataran penegakan peraturan daerah, maka Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang satuan Polisi
Pamong Praja Pada Pasal 1 ayat (8). Satuan Polisi Pamong Praja yang
selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan
Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketntramaﬁ
masyarakat. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (9) bahwasannya
Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah

dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

' masyarakat 27P ada Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang. ;

Pembentukan orgamsa31 dan Tata KerJa Satuan Pohsl Pamong Praja, dmyatakan

bahwasannya SOP Satpol PP adalah sebagai benkut

a. Standar Operasional _.P_rose’dur Penegakan Peraturan Pergfuran Daerah

b. : Standar Obéfasional Prosedur Ketertiban Umum | -dan _Kétentraman
Masyarakat -

c. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Masyarakat

d. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pejabat atau Orang-
orang Penting

e. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tempat-tempat Penting

27 pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9
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f. Standar Operasidnal Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli

Pada lampiran peraturan walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 jo.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Poliin Pamong Praja dalam
menegakkan Peraturan Daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hokum yang
melanggar peraturan daerah, yaitu pengarahan agar masyarakat dan badan
hukum menaati dan mematuhin peraturan daerah

2. Melakukan pembinaan- dan/at_au sosialisasi kepada masyarakat dan badan
’..hukum yaltu | | |
a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang_
| meIanggar peraturan daerah |
b. Pembinaan perseorangén, dilékuka’r’r dengan ~cara mendatangi 'kepada.

m%.lsyarakat dan’ badan hukum yang melanggar pefatur%ml daerah untuk
diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dar;
kepafuhan terhadap peraturan daerah,/ peraturan walikota
c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang atau
mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan
daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan.
Bertalian dengan tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja,

berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
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Tahun 2010 Téntang Satuan Polisi pamong Praja, polisi pamong praja

berwenang:

a)

b)

: j.. d)

Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah

Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Fasilitasi -dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat

Mélakiﬂ;éﬁ tindakan '}A)ényeili'd'il'(an té'rhédaip war.gé masyéfakdt ‘ hﬁ)érétur T

. atau badan hukum ydng dlduga melakukan pelanggaran atas - perda'

dan/atau peraturan kepala daerah dan '
Melakukan tidnakan admmlstratlve terhadap warga masyarakat aparatur
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau '

peraturan kepala daerah.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya polisi pamong praja wajib:

a.

Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan
norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat

Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi parﬁong praja. .
Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
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d. Melaporkan. kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana.

e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas
ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap perda dan
atau/peraturan kepala daerah.

Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja
sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah).
‘Berdasarkan hasil ‘wawancara dengan Bapak Rafani, SH? sudah menjadi
~ 'wacana sejak lama perda Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Mak51at 1m bakal dlcabut tap1 sampa1 saatA 1n1 perda tersbut ma31h saJa'. .
".berlaku JlLa dltelaah efektlvnas Perda’ Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun -

2002- Tentang Pemberantasan Maksxat d1 kota Palembang, menurut pendapat

_-behau perda sepem macan ompong dan dapat dikatakan kontrover31al Jlka
ingin menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini perda tentaﬁg perda
pemberantasan maksiat harus jelas sanksi hukumnya, sedangkan pada perda
tersebut tidak diatur sanksinya secara jelas.29 Bertalian dengan hal tersebut
berdasarkan hasil wawancara dengan Bépak M.Ishak menurut beliau adanya
tumpang tindih kewenanngan antara kewenangan provinsi dan kota, hal

tersebut menguatkan karena satuan polisi pamong praja provinsi hanya

# Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

¥ Wawancara dengan Bapak Rafani, SH, Kabid Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,.
Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014
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d. Melaporkan. kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana.

€. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas
ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap perda dan
atau/peraturan kepala daerah.

Bertitik tolak dari tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja
sebagai aparat penegak hukum (dalam hal ini penegakan peraturan daerah).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafani, SH*® sudah menjadi
wacana sejak lama perda Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pemberantasan-

Mak51at 1n1 bakal dlcabut tap1 sampzn saat ini perda tersbut ma31h saJa' ‘

berlaku Jll'a dltelaah efekﬂwtas Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun - -

2002 Tenta-ng Pemberantasan Mak51at d1 kota Palembang, ‘menurut pendapat

: bel'iau. perda éeperti macah onipong dan dapat dikétakaﬁ kontroversial, jika _
iilgin menegakkan suatu aturan };ukl;m dalam hai ini perda téntang perda“
pemberantasan maksiat harus jelas sanksi hukumnya, sedangkan pada perda
tersebut tidak diatur sanksinya secara jelas.” Bertalian dengan hal tersebut
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Ishak menurut beliau adanya
tumpang tindih kewenanngan antara kewenangan provinsi dan kota, hal

tersebut menguatkan karena satuan polisi pamong praja provinsi hanya

 'Wawancara dengan Bapak Rifani, SH, Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014

% Wawancara dengan Bapak Rafani, SH, Kabid Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,

Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Selatan, Hari Senin Tanggal 17 November 2014
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sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi

sedangkan yustisial dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi bamong
praja di kabupaten/kota.> Terjadinya tumpang tindih kewenangan, antara
aparat penegak hukum dan aparat penegak peraturan daerah dalam hal ini
dan juga perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas tentang
pemberantasan  maksiat dan  penanggulangan pelacuran  antara
kabupaten/kota dan provinsi. Kecénderungan ini juga disebabkan oleh tidak
‘ "ditegakkannya Perda ketika ada pelanggaran. Apabila yang melanggar Perda
dikenakan sanksi atau dipublikasikan melalui media ‘massa maka pada

| _-g.iliran'nya' niéé&araka.ff‘allfarlﬁté}imi Berka1tan -déﬁéé}l'?apﬁrfa'tv.-bq;ie»gak'.h;ik_ur.n .-
&ang” ._’Beﬁﬁgas: -ménegajc_kan :'norma-noﬁrmé hukum dalaniﬁ I-’-e_rdar S
béfnberantasaﬂ maksiat harus dilakukan 6.1eh Pen-}'idilg Pe.ga"lwaijN'eger'i Sipil
- (PPNS) yémg : diéngkat rkhbunsus untuk - itu,.b .naniuﬁ hasil - penelitian
m‘ehunjukkan bahwa di satuan polisi pat;lbr;g praja propinsi éumatera -se‘latan
baru diangkat PPNS yang bertugas menegakkan Perda berjumlah 6 orang
dan itupun baru dilantik,’" padahal perda pemberantasan maksiat telah ada
- selama 12 tahun keberlakuannya, hal ini menjadi pemicu bagi tidak dapat

diterapkannya norma-norma hukum yang diatur dalam Perda pemberantasan

+%° Wawancara dengan Bapak M.Ishak Kabid Persidangan Yustisial, Satuan Polisi Pamong Praja
Pro;)insi Sumatera Selatan, Hari Selasa Tanggal 17 November 2014

! Wawancara dengan Bapak Rapani, SH, Kepala Bidang Penegakan Undang-undang dan °

Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, 17 November 2014
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maksiat maka tidak mungkin dilakukan penegakan hukum karena aparatur

yang berkompeten masih kurang.

3. Sarana dan fasilitas.
Dalam penegakan perda tentunya masih gkan membicarakan
mengenai satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak hukum, untuk
| mendukung kegiatan penegakan pefaturan daerah tentunya harus didukung
oleh ‘sarana dan prasarana pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat
B ‘-_lunak adalah pendldlkan Pendldlkan vang dltenma oleh POllSl. pamong praja.
S IR ‘ : .dewasa _1n1 ‘cenderun‘g- pada hal-hal yang . pr»aktlsA konvensmnal,- _dengan _
. cakupéﬁ banyaknyz; item yang terkandﬁﬁg dz;l:;m P-erat‘u:ra'n. baéréh Sumatera
: Séidt'an No;ﬂdr 13 tahun 2602 tentaﬁg pe-mberantasan. maksiét harus disadari
bailwa tugas yang harus diemban oleh poliéi' ﬁamong praja S_gbagai 'apa'rat
penegak hukum (penegak peraturan daerah) begitu luas dan banyak dengan
ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentunya tidak akan
bisa menegakkan suatu peraturanan daerah tanpa didukung dengan fasilitas
untuk mempermudah Kinerja satuan polisi pamong praja. Tanpa adanya

sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin‘ penegak hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
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4. Masyarakat
Pengertian masyarakat secara harfiah, berdasarkan hasil yang diperoleh
dilapangan dimana sampling yang peneliti ambil adalah PSK dan beberapa
penjual jasa dipanti Pijat, peraturan daerah memang sudah semestinya
digéungkan ke masyarakat seperti halnya Undang-undang yang harus
disosialisasikan kepada masyarakat, peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002
sudah lama ada lebih dari satu dekade keberadaannya, tefapi sangat
disayangkan ketika peneliti bertanya kepada PSK (sebut saja Ririn karena dia
tidak mau diekpos terlalu jauh), dari hasil wawancara yang dilakukan, Ririn
"s’fzbag.ai' p-él-}yed'ia. jésa'ji}stru '..ti'dak mengetahultentang _: ISe-ratur'éﬁ:daierah‘ o
S rr‘_iénééﬁéi '. ‘piembi've..rar_itésa‘n_ V..méksi.at; 4 mexiﬁrutnya: tidak -‘tér_laiu_f peritjné '
| fnengetahﬁ.i ada atau tidéknya éuatu p'eraturaﬁ daéféh, kareﬂa bégiriyé jikaia
_ kedapaﬁah‘ oleh _éatpél pp sédang berakéi, maka dalam j?ngka‘ waktu 1x24
mu’éikéri atailb\ih germonya élkz-m rﬂengeluarkanﬁyé dengan llaﬂg' damai di
tempat.32
5. Kebudayaan.
Kebudayaan disini diartikan sebagai budaya hukum masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan lebih dititikberatkan lagi pada

budaya kekhasan kota Palembang, budaya masyarakat Indonesia yang masih

32 Wawancara dengan Ririn salah seorang PSK di kawasan Jalan Diponegoro.
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jauh dari kata disiplin dan ketaatan terhadap hukum.*® Budaya masyarakat
Palembang yang masih enggan untuk menaati peraturan berdampak pada
banyaknya aturan-aturan hukum yang justru dilanggar. Hal ini di dukung pula
dengan aparat penegak hukum yang tidak serta merta menjadi momok yang
menjadi sahabat bagi masyarakat, malah justru terkadang menjadi sumpah
serapah masyarakat, gejala tersebut mencerminkan betapa rendahnya
apresiasi masyarakat atau penghargaan terhadap nilai-nilai hukum yang
semestinya dij.unjung. Dalam hal ini misalnya penegakan hukum (peraturan
daerah) sumatera selatan Nomor 13 Tahun 2002 masyarakat kota Palembang

T Justru banyak tldak mengetahul perda tersebut kecuah stakeholder atau_.'vr

By pembuat kebljakan yang mempunyal kepentmgan di dalamnya Seleblhnya' S

masyarakat palembang walaupun mengetahm ada aturan tertuhs dan ada -

sanksi yang Jelas tetap saja akan melakukan pelanggaran Kebudayaan"
'.menurut SOGI‘_]OHO Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi
manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau
mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan
adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 34

# flhami Bisri, 2007Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum dl
Indonesm PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 132.
3 Soerjono Soekanto, Op.Cit hlm, 54




BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya perénan satuan polisi pamong praja sebagai penegak hukum
dalam rangka menegakkan peraturan daerah sumsel Nomor 13 Tahun 2002
Tentang pemberantasan Maksiat. Satuan polisi pamong praja provinsi hanya
sebagai penindak non yustisial atau hanya preventif dan bagian edukasi
sedangkan yustisial. dilaksanakan atau kewenangan satuan polisi pamong
praja di kabupaten/kota Pada tataran ini Jlka 1ng1n melihat penlndakan yang

B dllakukan 'satpol pp ada dua Jems yaltu o | R
a. Pemndakan Preventlf Non Yustlslal

Yaﬁu tindakan yang dxlakukan oleh satuan pOllSl pamong praja anta-ra -

‘I.am |

a). Pem’ndékan terh‘z;da}; para pelanggar pérzitﬁran‘ daerah; tex;lebih dahulﬁ
dengan menandatangani surat pemnyataan bersedia dan sanggup
menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15
hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

b). Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari  surat
pernyataannya maka akan diberikan tiga tahap, yaitu: surat tegufan

pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua
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dengan tegang waktu 3 (tiga) hari, surat teguran ketiga waktu 3 (tiga)
hari.

c). Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran
tersebut, maka akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS) untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

b. Penindakan Preventif Yustisial

Yaitu penindakan yang 'dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
a. Penyelidikan
'Pada prm31pnya PPNS _]lka mehhat pavung hukumnya yaltu Undang--'lv
. . undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah Pasal 149 -
| mem111k1 kewenangan antuk melakukan penyelidikan, untuk dapat' '
7 meng-guhaka:ix keWéﬁangaq 4péng.awa§an‘ .da_n atau | bengématah ~untuk-
mer;erﬁukan pel-anggaranl piaana dalam lingkup' Undang-undéné yang
menjadi dasar hukumnya dalam hal ini Peraturan daerah serta meminta
bantuan penyelidik Polisi Republik Indonesia
- Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah
Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi
merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup
tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya dalam lingkup wilayah kerjanya.
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¢. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS  yang
bérsangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan
pényidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka
dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah

serta bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan daerah

tersebut.

d. Pemanggilan

o '_'a) Dasar hukum pemaﬂggllan adaIah ketentuan KUHAP sepanjang |

menyangkut pemanggllan tersangka .dan  saksi- Sesuai dengan .
kewenangan yang dltetapkan dalarn Undang undang yang menjad1.
dasar hukumnya (peraturan daerah) yang berwenang menandatangam
surat panggilan adalah PPNS Satpol PP.

b) Dalam hal pimpinan satuan Pol PP adalah penyidik (PPNS) maka
penandatanganan surat Panggilan dilakukan oleh pimpinan selaku
penyidik.

¢) Pelaksanaan
Dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk

tim terpadu yang terdiri dari satpol PP, pengampu peraturan daerah
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dengan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam
melakukan sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah
dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, guna penjadwalan
untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan

daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Masih belum jelasnya tujuan dari perda itu sendiri, banyaknya item yang

terkandung dalam perda sehingga sangat sulit untuk ditegakkan oleh aparat

penegak perda itu sendiri. Pembagian kewenangan Pemberantasan maksiat dan

‘per_iang'gl_ilan_g‘_zir;r'_ pelacuran _ai-ltéré._i i{ébu}-)aten/.kotardéﬁ'_ provinsi . belum jelas. |

" Kenyataannya, materi yang sama dari pemﬁerahtasan -ma‘ksiat..’diatur- oleh

kabupétenﬂtoié idan diatﬁr‘ juga oleh pfoVihsi. Perdé ‘tersebut belum efektif
diferapkan kéren_a lemailnya sqSialisa.s.i,‘ terbataénya:dukﬁngan dana dan fasilitas
pendukurig', 'se‘rta bel.um. ‘ dibuatkan .peratliran" pelaksanaan dan E;elum cukuﬁ -
tersedianya aparat khusus untuk penegakan Perda pemberantasan maksiat 6.
Sejauh ini Pemerintah Propinsi mengangkat 6 orang PPNS yang ditugaskan
khusus untuk melakukan penegakkan Perda sehingga sanksi-sanksi hukum yang
diatur dalam Perda belum dapat diterapkan secara maksimal mengingat PPNS
tersebut baru dilantik. Selain itﬁ, tidak dapat diterapkan sanksi-sanksi hukum
karena transaksi dan aktivitas seks dilak_ukan dalam ruang tertutup (kamar),

sehingga tidak bisa dideteksi.
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B. Saran

1. Penelaahan kembali tugas dan fungsi Satuan polisi pamong praja, karena
masih terjadi tumpang tindih tugas antara satuan dalam penegakkan
peraturan peraturan perda sumsel nomor 13 tahun 2002 tentang
pemberatasan maksiat di kota Palembang,.

2. Perlu dilakukan revisi terhadap Perda yang berkaitan dengan hak, kewajiban,
larangan dan kebolehan bagi lembaga pelaksana dan kelompok masyarakat
yang bersinggungan langsung dengan .perda tersebut agar dapat efektif
diterapkan dan mundah dipantau. Perlu Penguatan Kapasitas Aparat Penegak

- 'Hukum (PPNS) yang bertugas menegakkan Peraturan daerah
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Palembang 30252 3 '
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Peserta pada seminar Internasional

1252/HP.01.02/V

18 Juni 2010

Ruang Vicon

12010 FH Unsri
Inderalaya
Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar | 967/H9.1.2/KP/20 | Senin-Jum’at/ | Operation
Berbasis E-Learning Bagi Dosen | 10 12-16  Juli | Room Gedung
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Sumatera
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Komunikasi ~ Regulasi ~ Daerah | 010 Agustus 2010 | Sriwijaya
(FKRD) , g Palembang
. | Pelatihan - *- Soft  Skill - dan.|'1503/H9.1 27KP/2 Senin-Kamis/ | Operation”
_ Technoprencufship' o 010 . ' 125-28. -| Room Gedung
. SR .| Oktober 2010 | Rektorat Unsri
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UNSRI 2011
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Tahun 1999 Tentang Jaminan :020220011001020460
fidusia)
(Sebagai Ketua )

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku
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‘No reglster 02021 101 1401020532 . ' '
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Menurut Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 jo Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa

Lektor

Telaah Efektivitas Penerapan

Peraturan Daerah Tentang

PemberantasanMaksiat di Kota

Palembang

2014

Dibiayai DIPA BLU FH Unsri Tahun Anggaran

4. Pengabdian

Sosialisasi Konsep Good |

Governance pada Kepala
Desa di Desa Sukapulih
Kecamatan Pedamaran
Kabupaten Ogan
Komering Ilir (Sebagai
Ketua)

Juli-November 2013

Pengabdian

Surat Tugas Nomor
1625/UN9.1.2/KP/2013, Laporan

Koodinator dan Relawan
Kegiatan Survey
Pemenuhuan Hak
Narapidana, Tahanan dan
Anak di Lapas dan Rutan
di Wilayah Kerja Hukum
dan Ham, Kerjasama FH
Unsri dan CDS dan
Kantor Hukum dan HAM

3-6 Desember 2013

Surat Tugas No.
2054/UN9.1.2/KP/2013

Sosialisasi  penyusunan | 523/H9.1.2/KP/20 | Rabw/ 21 April | Ruang Seminar
proposal kegiatan | 10 2010 ' LPM Unsri
pengabdian kepada Inderalaya
Masyarakat )
| 2. .| Sosialisasi . Pengawas -t Kamis/. 9. Juni | Graha Serba' Guna | - -
| SNMPTN 12010 .{2010. - | Unsri Bukit Besar -
| Gélombang ITE N . Palembang
Pengawas - : SNMPTN | 011/SNMPTN/U | Rabu-~ *| FHS Unsri Bukit -
12010 (IPC) - | NSRI/2010 -Kamis/16-17 -* | Besar Palembang
» ' : , Juni 2010 .
.| Pengawas USM - Unsri | 014/H9/PAN- Rébu- FHS Unsri Bukit
~-12010 SLTA-SI1 (IPA) USM/2010 Kamis/21-22 Besar Palembang
' - _ Juli 2010 -
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; | Pengawas UN Tingkat . Surat Tugas No. 209/UN9/PAN-
7 | sma 16-18 April 2014 | 1112014 Sertifikat
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10. Juli-November 2012 | 2012 dan
Jaya Kecamatan Karang Lanoran Pengabdian
Jaya Kabupaten Musi ;aporat teng
Rawas
(sebagai Anggota)
.. | Peningkatan Pemahaman
" Siswa Sekolah Menengah | . A 4 :
. | Atas ferhadap Bahaya '
- : . S : Surat Tugas No 1596/UN9 1 2/KP/
’ 11, | Sybererime dan Upaya. .| pou 00062012 | 2012 dan B
_ Penanggulangannya di : L Pengab d1an
o Kecamatan Muara Enim ' aporan Peng
' Kabupaten Muara Enim '
(Sebagai Ketua) - . ' S T
' | Pengawas UN Tingkat . "~ | Surat Tugas Nomor 114/UN/PAN-"
12 1sma | 1318 April 2013 Fyin013 dan Sertifikat '
Pengawas SBMPTN ' o Surat Tugas No. 400/UN9/PAN-
13- | Tahun 2013 18 Juni 2013 | spMPTN/2013
. Pengawas USM . Surat Tugas No. 130/UN9/PAN-
i4. SOSHUM 17 Juli 2013 USM/2013
Pengawas Kegiatan Tes
Aptitude Seleksi Calon Surat Tugas No. 1121/UN9.5.9/LL/
15. Karyawan PT. Pusti 20 September 2013 2013
Tahun 2013

Inderalasya, 12 Januari 2015

lamb .nita., SH., MH

NIP 197907182009122001
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1. Anggota Pelaksana

Nama : Vera Novianti, SH., M. Hum

NIP :197711032008012010

Jabatan/Golongan : Lektor / IIIb

Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 03 November 1977

Agama : Islam '
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o 1996 R L
40 81 Fakultas Hukum Umversuas Snwgaya (UNSRI) tamat- Juh T ahun 000 o

5. S2 Fakultas Huknm Pascasaqana Un1ver31tas Sumatera Utara (USU), tamat B
September Tahun2004 S S

LN

"

' PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organiasasi Siswa SMAN 10 Palembang sebagal Sekretarls Bxdang 3 bagian
Rohani Islam tahun 1994-1995
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~ Pemberdayaan Anggota
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2. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Palembang Tahun 1997.
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Diskusi Panel “Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia
di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.

Lokakarya Nasional Mahasiswa II ”Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah
Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang
dengan tema “Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi
dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota
Tepian Air” di Palembang Tahun 1999.

Dialog Ekonomi Syari’ah Internasional II “Microenterprice Development Using
Financing and Organizational Instrument” di Medan Tahun 2001.

Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundring Tahun 2002 di Medan.
Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas
Sumatera Utara (USU) Medan.

Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesia Melalui
Prinsip-prinsip Good Governance” di Medan Tahun 2003.

Diklat Prajabatan CPNS Golongan I sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel
No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Workshop Penyusunan .

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Teknik Instruksicnal (PEKER'TI);- -
bagi dosen UNSRI dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2009.- Derigan surat tugas No::
-236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009. T

Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Sela_tarvl,i Maret 2009.
Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan

'PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksankan pada tanggal 1
- sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1.2/KP/2009 pada tanggal 30
-April 2009. - '

Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hibah Bersaing, Hibah
Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.

Sosialisasi  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang
diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.

Seminar Kerajasama Fakultas Hukum Unsr dengan Hanns Seidel
Foundation”Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 20097, di Palembang,
Juni 20009.

Peserta Kuliah Umum dengan tema “Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank
Century”yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang
Tahun 2010.

Peserta Pelatihan Applied Approch (AA) yang diselenggarakan pada tanggal 5-9
April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.

onsep Desa Mandiri dalam.Rangka Dies Natalis . .-~
* .- Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008. - - .. = . '
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Diskusi Panel “Platform Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi Indonesia
di Era Reformasi Tahun 1998 di Palembang.

Lokakarya Nasional Mahasiswa II ”Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah
Pergerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Baru di Palembang Tahun 1998.
Seminar Kerjasama Fakultas Hukum Unsri dan PEMDA Kotamadya Palembang
dengan tema “Kesertaan Aktif Masyarakat dalam Rangka Penataan Sungai Musi
dan Kawasan Reklamasi Seberang Ulu untuk Mewujudkan Palembang Kota
Tepian Air” di Palembang Tahun 1999.

Dialog Ekonomi Syari’ah Internasional II ”Microenterprice Development Using
Financing and Organizational Instrument” di Medan Tahun 2001.

Seminar Nasional Tindak Pidana Money Laundring Tahun 2002 di Medan.
Seminar Nasional Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003 di Universitas
Sumatera Utara (USU) Medan.

Diseminasi Policy Paper KHN RI "Reformasi Hukum di Indonesxa Melalui
Prinsip-prinsip Good Governance” di Medan Tahun 2003.

Diklat Prajabatan CPNS Golongan III sesuai dengan surat Kepala LPMP Sumsel
No: 158/F23.1/KP/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Workshop. Penyusunan Konsep Desa.Mandiri dalam Rangka Dles Natahs -
Universitas Sriwijaya Ke-48 Tahun 2008, November 2008.

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar dan Feknik Instruksicnal (PEKERTI) L
bagi dosen UNSRI dari. tanggal 2 s.d 6 Maret 2009. Dengan surat -tugas No

.. 236/H9/KP/2009 pada tanggal 24 Februari 2009.
13.
14.

Seminar "Format Bantuan Hukum Gratis Se-Sumatera Selatan, Maret 2009.
Peserta Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif bagi dosen UNSRI dan
PTS/PoliteknikNegeri Palembang Tahun 2009 yang dilaksankan pada tanggal 1 -
sd 2 Mei 2009 dengan surat tugas No: 738/H9.1 L/KP/2009 pada tanggal 30
April 2009. '
Pelatihan Penulisan Proposal Hibah Kompetitif (Hlbah Bersaing, Hibah
Fundamental dan Hibah Pekerti serta Program Incentif), Mei 2009.

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang
diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2009.

Seminar Kerajasama Fakultas Hukum Unsri dengan Hanns Seidel
Foundation”Konstruksi Nilai Kebangsaan dalam Pilpres 2009”, di Palembang,
Juni 2009.

Peserta Kuliah Umum dengan tema “Menanti Tindak Lanjut Kasus Bank
Century”yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2010.
Seminar Pengelolaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah, di Palembang
Tahun 2010.

Peserta Pelatihan-Applied Approch (AA) yang dlselenggarakan pada tanggal 5-9
April 2010, dengan surat tugas No. 419/H9.1.2/KP/2010.
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21. Peserta Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diselenggarakan pada
tanggal 19-23  April 2010 di UNSRI Inderalaya, dengan surat tugas No.
496/H.9.1.2/KP/2010 .

22. Peserta Pelatihan Evaluasi Hasil Belajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada
tanggal 3-7 Mei 2010, dengan surat tugas No. 564/H9.1.2/2010

23. Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Dosen di PErguruan Tinggi
Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 29-30
November 2010, dengan sertifikat No. 459/H9.2.4/PL/2010

24. Peserta Pelatihan Buku Ajar Bagi Dosen yang diselenggarakan pada tanggal 25-
29 April 2011, dengan surat tugas No. 59/UN9.1.2/KP/2011

RIWAYAT PEKERJAAN INTERNAL

1. Anggota Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2008 - sekarang,

2. Pengasuh Mata Kuliah:

a. Hukum Pidana Anak
b. Tindak Pidana Dibidang Perekonomian
c. Perbandmgan Hukum Pldana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT . : '
. 1. Anggota Tim pdda Penyuluhan Hukum dan SosmhsaSI Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2008, di Yayasan Aktive Kecamatan Kertapati Palembang, Maret 2009.

2. Anggota Tim pada Penyuluhari Hukum dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008, di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapatl Palembang, 30
Mei 2009. o :

3. Anggota Tim pada Penyuluhan Pemngkatan Kesadaran Hak dan Kewajlban
Masyarakat pedesaan yang terindikasi menjadi Korban Malpraktik dokter di desa
tanjung sirih kecamatan pulau Pinang Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera selatan,
Juli —Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-04.02/VI/2010 tanggal 31
desember 2009.

4. Pemberdayaan Komunitas Lokal melawan Trafficking Permpuan dan Anak di
Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN, Juli —Oktober 2010.dibiayai DIPA Nomor 0132/023-
04.02/V1/2010 tanggal 31 desember 2009.

5. Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah
Atas dalam penanggulangan Kenakalan Anak di Kecamatan IB II September 2011

6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Akte Kelahiran Anak

Melalui Buku Panduan dan Leaflet Di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, September 2011.

PENELITIAN
1. Peneliti utama dalam penelitian yang berjudul”Pelaksanaan One Stop Service -
dalam meningkatkan Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan ditinjau dari



“(“ . .

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal” Dibiayai
dari DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/V1/2009 tanggal 31 Desember
2008Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas SriwijayaSesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian DIPA Universitas
SriwijayaNomor: 776A/H9/PL/2009Tanggal: 1 Juli 2009.

Peneliti pembantu dalam penelitian yang berjudul “ Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia” Dibiayai dari
DIPA UNSRI Nomor: 0200.0/23-04.2/VI/2009 tanggal 09 November
2009Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas SriwijayaSesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian danPengabdian Pada
Masyarakat Fakultas Hukum Universitas SriwijayaNomor:
1232.A/H9/PL/2009Tanggal: 15 Oktober 2009.

. Peneliti Pembantu KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAPORAN TAHUNAN

KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya No: 0902.2/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010

. Peneliti pembantu pada. penelitian .. “Dimensi-Hukum - Tanggung Pernerintah .- :
Daerah Terhadap Penegakan Hukum. Lingkuhgan dalam Persfektif Otonomi
Daerah”, Sesuai dengan Surat . Perjanjlan Pelaksanaan 'Kegiatan Pekerjaan
Penelitian dan Pergabdian: Kepada- Masyarakat Fakultas Hukum Universitas-

Sriwijaya No: 0902.a/H9/PL/2010 Tanggal: 12 Juli 2010

. Peneliti pembantu "Kajian Hukum terhadap Implementasi Prinsip Good
Aadministratif Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri -

Palembang"DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang_ Unit Penelitian No
10/UN9.1.2/PL-FH/2011 '

. Peneliti pembantu “Aspek Budaya dalam Peradilan Anak Upaya menghmdan

Stignatisasi Bagi Anak Nakal" DIPA FH-UNSRI 2011, Surat Pemenang Unit
Penelitian No. 10/UN9.1.2/PL-FH/2011

. Peneliti Utama dalam peneiitian “Pembinaan terhadap Anak  Pelaku

Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I A
Palembang” DIPA FH UNSRI TH 2012.

. Tulisan : Kenakalan Anak Ditinjau dari aspek Kriminologi, Jurnal Ilmiah PSW

JIPSWARI Volume II No 1 Tahun 2011 ISSN No. 2087-8966.

. Implementasi Kewenangan Petugas Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian

Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Klas I Palembang) (2013)

In@y@eﬂﬂm
Vera Novianti; SH., M.Hum

NIP. 197711032008012010
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DATA PRIBADI ANGGOTA PENELITI
Nama : Artha Febriansyah

NIP : 19830509 201012 1 002
Pangkat/Golongan  : Tenaga Pengajar/lIll B
Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 9 Mei 1983

Agama ¢ Islam
Alamat Kantor : J1. Raya Palembang-Prabumulih Inderalaya Ogan Ilir Sumsel
Alamat Rumah - JL. Jend. Bambang Utoyo No. 536 RT 04A/01 5 Ilir, Kec.
ir Timur I, Palembang
No. HP/Telpon : 081373515546
Email | : Artha_febrian@yahoo.com
© RIWAYAT PENDIDIKAN -

-+ 8D Negen 9 Tan]ung Pandan tamat ’rahun 1995. .

SMP Negeri 1 Tanjung Pandan tamat tahun 1998
SMA Negeri 10 Palembang tamat tahun 2001

_ Sl Fakultas Hukum UanCI‘SltaSS Srlwuaya Palembang tamat tahun 2006

S2- Program Pascasarjana Iimu Hukum BKU Hukum Pidana Universitas Srlwuaya

Palembang tamat tahun 2010

MATA KULIAH YANG DIAMPU
1. Hukum Pidana
. Kriminologi

2
3. Korporasi Perbankan
4. Viktimologi

5

. Kapita Selekta Hukum Pidana




|

\
1

)

L

“

5

KARYA ILMIAH

1. Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam Sistem
Peradilan Indonesia. 2011. v

2. Pengaturan tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum

Perlindungan Konsumen. 2011.

~ 3. Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan atas Rekening Nasabah akibat dari

Tindak Pidana Pembobolan Bank. 2011.

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Penyadaran terhadap Hak mendapatkan bantuan hukum gratis pada
masyarakat sumatera selatan di desa lubuk raman, kecamatan rambang dangku.
Kabupaten Muara Enim.

2 Keterhbatan Masyarakat sebaga1 Pengawasan dalam Upaya Pencegahan deak’ |

Pldana Teronsme dl Desa Sukamarga Kecamatan Ogan Komermg Ulu Selatan

" Palembang, 21 Maret 2014

Artha Febriansyah, S.H.,,M.H.
NIP 19830509 201012 1 002



